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ABSTRAK 

Tujuan analisis ini merupakan memandang Riset Pelaksanaan Skema 

Akuntansi Pada Pendanaan Murabahah Di KJKS Parak Laweh. Dalam penelitian 

ini penulis gunakan tehnik riset data preskriptif kualitatif, dan memanfaatkan pikir 

induktif adalah penulis langsung menyaksikan ke lapangan pelajari sesuatu proses 

atau penemuan yang selanjutnya bakal diraih bukti info selanjutnya mendata, 

mempelajari, menerjemahkan serta menyampaikan dan menarik rangkuman dari 

soal yang sudah dikerjakan itu. KJKS Parak Laweh belum menempatkan prosedur 

Akuntansi dengan setidaknya bisa dinyatakan pendataan pendataan transaksi bisnis 

yang sudah dilakukan belum sama dengan Prosedur Akuntansi. 
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1.1 Latar Belakang 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Di zaman waktu ini, banyak berlangsung perombakan di Indonesia utamanya 

di sektor Ekonomi, kemajuan Skema Ekonomi dan usaha yang berdasar pada 

Syariah amat berkembang bisa terbuktikan dengan ada banyaknya lembaga- 

instansi usaha Islam (syariah) yang banyak muncul. Seperti firman Allah dalam 

surah Al-Baqarah ayat 275: 

 

 

 

 

 

 

Artinya : 

sebagian orang yang makan (mengambil) riba tak dapat berdiri namun 

seperti berdirinya orang yang bungkusukkan syaitan sebab (penekanan) 

penyakit tidak sadar diri. Situasi mereka yang demikian, merupakan sebab 

mereka bercakap (berpendapat), sesungguhnya jual membeli itu sama 

dengan riba, meskipun sesungguhnya Allah udah menghalalkan jual membeli 

dan mengharamkan riba. Orang- orang yang udah datang kepadanya 

larangan dari tuhannya, lalu lagi setop (dari mengambil riba), sebab itu 

untuk dia apa yang udah diambilnya dahulu (sebelum saat datang larangan); 

dan permasalahannya (terserah) ke Allah. Orang yang kembali (mengambil 

riba), sebab itu orang itu merupakan penghuni- penghuni neraka; mereka 

kekal didalamnya. 

Ayat di atas memaparkan kalau beberapa orang yang bermuamalah dengan 

riba (ialah tambahan dari modal pokok), mereka itu tidak bangun berdiri di akhirat 

nantinya dari kubur-kubur mereka, terkecuali seperti berdirinya beberapa orang 

yang dimasuki setan sebab penyakit edan. Hal tersebut sebab sebetulnya mereka 

menyampaikan, "sebetulnya jual-beli itu sama dengan praktik riba dalam 

kehalalannya 
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keduanya, karena masing-masing menyebabkan bertambahnya kekayaan”. 

Maka Allah mendustakan mereka dan menjelaskan dia menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan transaksi riba, karena dalam jual beli terdapat manfaat bagi orang- 

orang secara individual dan masyarakat, dan karena dalam praktek terkandung 

unsur pemanfaatan kesempatan dalam kesempitan, hilangnya harta dan kehancuran. 

Allah mengingatkan dari karena jelek di dunia dan di akhirat dari mengonsumsi 

harta riba ialah bunga dari utang piutang atau jual-beli. 

Dalam  hadist  Rasulullah  SAW  melaknat  pelakunya  sebagaimana 

 

diriwayatkan oleh Jabir RA, 
 

 ه   واء´س´
  ْ

 م

ْ   ا ل سو ر́ ن́ ع́ل́ برْ́  ¹ال ل́ آك   وسلم عليه هللا صلى ْ لل  ْ   لا́́وق́ هْ  دي  هْ́   شا́ و́ ه́بكات  و́́ هل́موك   و́ ْ 

 
Artinya : 

Rasulullah SAW mengazab orang yang makan harta riba, yang berikan riba, 

penulis bisnis riba dan ke-2  saksi bisnis riba. Mereka semua sama 

(berdosa)." (HR Muslim). 

Lembaga upaya islam (syariah) selaku satu diantaranya instrument yang 

digunakan buat mengatur aturan-aturan ekonomi islam . Sehingga sisi dari skema 

ekonomi, instansi itu sebagai sisi dari seluruh skema sosial. Oleh karena itu, 

kedatangannya mesti dilihat dalam pola keseluruhan kedatangan masyarakat serta 

nilai-nilai yang berjalan dalam masyarakat yang berkaitan. Lembaga keuangan 

syariah adalah badan upaya yang tugasnya dibagian keuangan syariah serta asetnya 

berujud sejumlah asset keuangan atau non keuangan berdasarkan rancangan 

syariah.. 

Ketika ini, instansi keuangan syariah yang terpopuler yaitu perbankan syariah. 

Perbankan syariah sangatlah berkembang sangat cepat, tetapi 
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transisi itu tak lepas dari peran institusi dari peranan Instansi Keuangan Micro 

Syariah (LKMS). Posisi institusi keuangan mikro syariah contohnya 

dipersentasikan Bank Pengkreditan Masyarakat Syariah (BPRS), Baitul Maal Wat 

Tamwil (BMT), Koperasi Pesantren (KOPONTREN) sungguh-sungguh 

termashyur gapai bisnis syariah di area yang tak bisa dilayani oleh Bank Umum 

ataupun Bank Syariah. 

Baitul Maal Wat Tamwil merupakan lembaga keuangan mikro atau balai 

upaya berdikari terintegrasi dengan pekerjaan terpentingnya menumbuhkan 

beberapa usaha produktif serta investasi di dalam menaikkan kwalitas pekerjaan 

ekonomi rakyat buat memajukan serta mendukung pekerjaan ekonomi. Perjalanan 

Baitul Maal Wat Tamwil di Indonesia, sesungguhnya telah lama berdiri, dimulai 

dari penyelarasan zakat di kelompok muslimin pada kala masyarakatan jepang 

yang terdapat di waktu ini terkelola oleh Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) 

dengan membuat sebuah Baitul Maal Wat Tamwil Pusat. 

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) punya produk yang bermacam- ragam 

yang hendak disiapkan buat penduduk semisalnya pendanaan. KJKS punya dua 

manfaat pokok, yaitu Financing (Pembiayaan) dan Funding (Penghimpun dana). 

Penjelasan pendanaan atau financing tersebut merupakan permodalan yang 

dikasihkan oleh satu faksi pada pihak lain untuk memberikan dukungan investasi 

yang sudah dijadwalkan, baik yang sedang dilakukan sendiri ataupun instansi. 

Dalam kata lain pendanaan sebagai permodalan yang dikeluarkan untuk 

memberikan dukungan investasi yang sudah diperkirakan. Mutu pendanaan 

sangatlah mempunyai pengaruh kepada efisiensi pemasukan yang dikehendaki. 
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Pembiayaan murabahah yaitu pendanaan pemberian sarana pengadaan dana 

buat penuhi keperluan sejumlah pihak yang disebut kekurangan unit. Menurut 

Undang-Undang No 10 Tahun 1998 ayat 12 ialah pendanaan berdasar konsep 

syariah ialah pemasokan uang atau bill yang bisa disamakan itu, berdasar 

kesepakatan atau perjanjian di antara bank dengan faksi yang lain 

memandang perlu faksi yang dibayari untuk mengembalikannya uang atau bill itu 

sehabis waktu spesifik dengan imbalan atau buat hasil. 

Oleh karena itu, kwalitasnya harus dijaga, supaya tidak boleh jadi pendanaan 

yang mempunyai masalah yang sedianya akan membuat tidak efektifnya 

pemasukan serta akan mengakibatkan rugi karena tidak terbayarnya kembali dana 

yang ditancapkan dalam pendanaan itu. Untuk tingkatkan efektifitas usahanya, 

instansi keuangan syariah punya banyak ragam tipe pendanaan ialah Murabahah. 

Sejumlah instansi keuangan syariah memakai type pendanaan Murabahah salah 

satunya adalah KJKS BMT Parak Laweh. 

KJKS sebagai instansi keuangan syariah, dalam pendataan akuntansinya 

nyata ditata oleh Skema Akuntansi. Kecocokan implikasi akuntansi murabahah 

dengan memakai Struktur Akuntansi mencangkup pernyataan, penyuguhan serta 

pengungkapan pribadi nya yang atur mengenai Akuntansi Murabahah sangatlah 

penting dalam penyajian laporan keuangan. Namun dalam prakteknya, KJKS Parak 

Laweh dalam pencatatan akuntansi masih menggunakan pencatatan Manual. 

Satu diantara factor yang pengaruhi lingkungan pengontrolan yaitu 

perputaran kesibukan perusahaan. Perputaran kesibukan dalam suatu 

perusahaan disokong beragam prosedur akuntansi yang sama sama berkenaan 

di antara satu sama yang 
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lain. Salah satu sistem akuntansi yang dimaksud adalah sistem penerimaan kas 

khususnya yang berasal dari penjualan tunai atau pendapatan tunai atas barang 

dan jasa yang telah diberikan. Sistem penerimaan kas merupakan sistem 

akuntansi yang sangat berpengaruh dalam perusahaan karena sistem tersebut 

berasal dari kegiatan utama perusahaan. 

Implementasi metode akuntansi memiliki tujuan untuk hasilkan 

informasi yang tangguh untuk management. 

Proses pengambilan sebuah keputusan sebagai dasar di dalam menentukan 

tanggung-jawab masing-masing posisi atau posisi di perusahaan pun 

punya tujuan sebagai sistem pemantauan internal untuk selamatkan kekayaan 

(asset) perusahaan dan menahan berlangsungnya penyimpangan. 

Menurut Mustakini (2009:13) tujuan dari sistem akuntansi adalah 

menghasilkan informasi (Information) dari bentuk data yang diolah menjadi 

bentuk yang berguna bagi para pemakainya. Sistem akuntansi menggunakan 

teknologi informasi seperti komputer dan perangkat elektronik lainnya untuk 

menyimpan, mencari, mengirimkan, dan memanipulasi data guna membantu 

para pengambil keputusan menyaring dan membuat informasi menjadi lebih 

padat berisi. 

Dari pendapat beberapa ahli tentang sistem akuntansi di atas dapat 

disimpulkan bahwa sistem akuntansi adalah sebuah kombinasi yang 

membentuk sistem dari komponen-komponen yang dibutuhkan untuk 

mendapatkan sebuah pelaporan yang dibutuhkan. 
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Untuk mengetahui apakah pencatatan akuntansi sudah sesuai atau belum 

dengan aturan sistem akuntansi, berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan 

di atas, penulis tertarik untuk mengambil judul “ANALISIS PENERAPAN 

SISTEM AKUNTANSI PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KJKS 

PARAK LAWEH” 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini 

adalah : 

1. Bagaimana Penerapan Sistem Akuntansi Pada Pembiayaan Murabahah di 

KJKS Parak Laweh ? 

2. Apakah Penerapan Sistem Akuntansi Pada Pembiayaan Murabahah di 

KJKS Parak Laweh Sudah Sesuai Standar Akuntansi? 

1.3 Tujuan Masalah 

 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari masalah ini adalah : 

 

1. Untuk  Mengetahui  Penerapan  Sistem  Akuntansi  Pada  Pembiayaan 

Murabahah di KJKS Parak Laweh 

2. Untuk Mengetahui Kesesuaian Penerapan Sistem Akuntansi Pada 

Pembiayaan Murabahah di KJKS Parak Laweh. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan 

praktis, sebagai berikut : 

1. Manfaat Akademik 

 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

berupa sumbangan teori tentang Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Pada 

Pembiayaan Murabahah di KJKS Parak Laweh. 

2. Manfaat Praktis 

Adapun manfaat Praktis mampu memberikan sumbangan pikiran dan 

sebagai acuan dalam kehidupan sehari-hari khususnya mengenai Analisis 

Penerapan Sistem Akuntansi Pada Pembiayaan Murabahah di KJKS Parak 

Laweh. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

 

Riset ini dikehendaki bisa jadi tambahan ilmu dan pengetahuan, 

rekomendasi serta informasi untuk pengamat sesudah itu di dalam 

meningkatkan riset terkait Riset Implikasi Prosedur Akuntansi Di Pendanaan 

Murabahah di KJKS Parak Laweh. 



 

 

 

 

 

2.1 Landasan Teori 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1.1 Sistem Akuntansi 

2.1.1.1 Defenisi Sistem Akuntansi 

Setiap organisasi memerlukan informasi akuntansi untuk memenuhi 

kebutuhan manajerial dan pengambilan keputusan ekonomi, untuk itu 

diperlukan suatu sistem akuntansi yang baik. Pada prinsipnya sistem pasti 

terdiri dari struktur dan proses. Struktur merupakan unsur-unsur yang 

membentuk sistem tersebut, sedangkan proses sistem menjelaskan cara kerja 

setiap unsur sistem tersebut dalam mencapai tujuan sistem tersebut (Mulyadi, 

2016:1). 

Akuntansi adalah suatu sistem. Setiap sistem merupakan bagian dari 

sistem lain yang lebih besar dan terdiri dari berbagai sistem yang lebih kecil, 

yang disebut sebagai subsistem (Mulyadi, 2016:3). Sub-sub sistem tersebut 

saling berhubungan satu sama lain dan mempunyai tujuan tertentu. Suatu 

sistem mengolah input menjadi output. Input suatu sistem akuntansi adalah 

bukti-bukti transaksi dalam bentuk dokumen atau formulir, outputnya adalah 

laporan keuangan. Sistem akuntansi dapat dijelaskan secara rinci melalui siklus 

akuntansi. Siklus akuntansi merupakan sistematika pencatatan transaksi 

keuangan, peringkasannya dan pelaporan keuangan. 

Menurut Mulyadi (2013:5) sistem akuntansi adalah Suatu jaringan 

prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan 

pokok perusahaan. Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya 
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melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih yang dibuat 

untuk menjamin penanganan serta seragam transaksi perusahaan yang terjadi 

baerulang-ulang. 

Menurut Sadeli (2011:6) Sistem akuntansi adalah metode dan prosedur 

untuk mencatat dan melaporkan informasi keuangan yang disediakan bagi 

perusahaan atau suatu organisasi bisnis. Sistem akuntansi yang diterapkan 

dalam perusahaan besar sangat kompleks. Kompleksitas sistem tersebut 

disebabkan oleh kekhususan dari sistem yang dirancang untuk suatu organisasi 

bisnis sebagai akibat dari adanya perbedaan kebutuhan akan informasi oleh 

manajer, bentuk dan jalan transaksi laporan keuangan. Sistem akuntansi terdiri 

atas dokumen bukti transaksi, alat-alat pencatatan, laporan dan prosedur yang 

digunakan perusahaan untuk mencatat transaksi-transaksi serta melaporkan 

hasilnya. 

Didalam buku Abdul Halim dan Muhammad Syam kusufi (2012:54-55) 

dasar sistem akuntansi terbagi 4 yaitu : 

1) Basis Kas (cash basis). 

Basis kas, menetapkan transksi ekonomi hanya dilakukan apabila 

transaksi tersebut menimbulkan perubahan kas atau juga berakbiat 

pada kas, apabila suatu transaksi tidak menimbulkan perubahan kas, 

maka transaksi tersebut tidak dicatat. 
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2) Basis Akrual (acrual basis). 

 

Basis akrual ialah dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan 

peristiwa itu terjadi bukan hanya saat kas atau setara kas diterima atau 

dibayar. Oleh karena itu, transaksi dan peristiwa dicatat didalam 

catatan akuntansi dan diakui dalam pelaporan keuangan pada periode 

terjadi. 

3) Basis kas Moditifikasi (modified cash basis). 

 

Basis kas moditifikasi ini mencatat transaksi selama tahun anggaran 

dan juga melakukan penyesuain pada tahun anggaran berdasar basis 

akrual. 

4) Basis Akrual Modifikasi (modified accrual basis). 

 

Basis akrual moditifikasi ini mencatat transaksi dengan 

menggunakan basis kas untuk transaksi terentu dan juga 

menggunakan basis akrual untuk sebagian transaksi. Pembatasan 

pengunaan dasar akrual dilandasi oleh pertimbangan kepraktisan. 

Sistem akuntansi ini berhubungan dengan waktu pengukuran 

dilaksanakan pada umumnya, biasanya dipilih menjadi sitem 

akuntansi berbasis kas dan akrual. 
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2.1.1.2 Konsep dan Prinsip Akuntansi 

 

Praktik akuntansi berstandar pada aturan tertentu. Hukum yang mengatur 

bagaimana atau menilai, mengelola atau mengomunikasikan informasi 

akuntansi dalam SAK yaitu, Standar Akuntansi Keuangan dan berisi tentang 

akuntansi yang berlaku secara umum. Prinsip akuntansi berterima secara umum 

tidak hanya berisi prinsip tetapi juga tentang konsep dan metode yang dapat 

menunjukkan bagaimana cara yang tepat untuk menghasil informasi akuntansi. 

Prinsip akuntansi yang berterima umum mirip dengan hukum atau peraturan 

yaitu himpunan hukum atau peraturan yang dapat mengatur tingkah laku atau 

juga perbuatan manusia dengan suatu cara yang bisa diterima secara luas oleh 

masyarakat. SAK dibuat berdasarkan kerangka pemikiran konseptual oleh 

Komite Prinsip Akuntansi Indonesia dari IAI. 

Tujuan utama dari pelaporan keuangan tersebut adalah memberikan 

informasi yang berguna untuk keputusan penambahan modal atau investasi dan 

peminjaman. Agar informasi tersebut berguna, jadi harus relevan, dapat 

diandalkan Akuntansi berusaha untuk memenuhi tujuan ini dalam informasi 

yang hasilkan. 

2.1.1.3 Siklus Akuntansi 

 

Menurut Harahap (2012:18) siklus akunatsi adalah Proses akuntansi 

adalah proses pengelolaan data sejak terjadinya transaksi, kemudian transaksi 

ini memiliki bukti yang sah sebagai dasar terjadinya transaksi kemudian 

berdasrkan data sehingga menghasilkan output berupa informasi laporan 

keuangan. 
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Menurut Rudianto (2012:16) siklus akuntansi adalah Urutan kerja yang 

harus dilakukan sejak awal hingga menghasilkan laporan keuangan 

perusahaan. Berikut Tahap-tahap siklus akuntansi yaitu: 

1) Melaksanakan transaksi. 

 

2) Mencatat transaksi kedalam jurnal umum. 

 

3) Memposting ke buku besar. 

 

4) Membuat daftar saldo. 

 

5) Membuat jurnal penyesuain. 

 

6) Membuat neraca saldo. 

 

7) Membuat laporan keuangan. 

 

8) Membuat jurnal penutup. 

 

2.1.2 Pembiayaan 

 

2.1.2.1 Defenisi Pembiayaan 

 

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok KJKS Baitul Maal Wat 

Tamwil, yaitu pemberi fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan 

pihak-pihak yang membutuhkan pembiayaan. Pembiayaan atau financing, 

adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk 

mendukung investasi yang telah direncanakan, baik yang dilakukan sendiri 

maupun lembaga. 

Pembiayaan Syariah adalah pendanaan yang dikeluarkan dengan 

mendukung investasi yang telah direncanakan berdasarkan akad-akad 

Pembiayaan Syariah yang didasarkan pada prinsip bagi hasil (Muhammad, 

2000:182). 
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Menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998 pada Bab 1 Pasal 1 Nomor 

12, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan 

dengan itu, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara satu pihak dan 

pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang 

atau tagihan tersebut setelah jangka waktu yang ditentukan dengan imbalan 

atau bagi hasil (Mardani, 2012:197). 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Pembiayaan adalah 

penyediaan dana yang diberikan suatu lembaga untuk mendukung investasi 

yang direncanakan berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara kedua 

belah pihak dalam jangka waktu tertentu. 

2.1.2.2 Macam-Macam Pembiayaan 

 

Umat Islam dalam berbagai aktivitasnya harus selalu berpegang dengan 

norma-norma ilahiyah, begitu juga dalam bermu’amalah. Kewajiban 

berpegang kepada norma ilahiyah sebagai upaya untuk melindungi hak dan 

masing-masing pihak dalam bermu’amalah. Maka dari itu Umat Islam 

dianjurkan untuk mengetahui macam-macam pembiayaan yaitu sebagai berikut 

(Mustofa, 2016:78) : 

1. Mudharabah 

Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak, 

dimana pihak pemilik modal (Sahibul Maal) mempercayakan sejumlah 

modal kepada pengelola (Mudharib) dengan suatu perjanjian pembagian 

keuntungan. 

2. Murabahah 

Murabahah adalah akad jual beli dengan atas suatu barang dengan harga 

yang disepakati antara penjual dan pembeli, setelah sebelumnya penjual 

menyebutkan harga perolehan atas barang tersebut dan besarnya 

keuntungan yang diperoleh. 
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3. Salam 

Salam adalah akad jual beli dengan bentuk pesanan, pembayaran dimuka, 

sementara barangnya diserahkan diwaktu kemudian. 

4. Istishna 

Istishna adalah meminta kepada seseorang untuk dibuatkan barang 

dengan spesifikasi tertentu, atau juga dapat diartikan sebagai akad untuk 

membeli barang yang akan dibuat oleh seseorang. 

5. Ijarah 

Ijarah adalah akad untuk memberikan pengganti atau kompensasi atas 

penggunaan suatu barang. 

6. Qardh 

Qardh adalah pinjaman uang atau modal yang diberikan seseorang 

kepada pihak lainnya, dimana pinjaman tersebut digunakan untuk usaha 

atau menjalankan bisnis tertentu. 

7. Wadi’ah 

Wadi’ah adalah penitipan dana antara pihak pemilik dana dengan pihak 

penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana titipan tersebut. 

8. Rahn 

Rahn adalah gadai atau jaminan yang diserahkan oleh pihak pengutang 

kepada yang memberikan hutang. Pemberi utang mempunyai kuasa 

penuh untuk menjual barang tersebut apabila pihak yang berhutang tidak 

mampu membayar hutangnya saat jatuh tempo. 

9. Wakalah 

Wakalah adalah mewakilkan atau menyerahkan kewenangan kepada 

pihak lain untuk melakukan sesuatu kepada orang lain, serta 

menyerahkan sejumlah dana untuk menjalankan kewenangan tersebut. 

10. Kafalah 

Kafalah adalah jaminan atau garansi yang diberikan oleh suatu pihak 

kepada pihak lain berupa pemenuhan kewajiban yang harus dilaksanakan 

oleh pihak yang seharusnya bertanggung jawab. 

11. Hiwalah 

Hiwalah adalah pengalihan untuk menuntut pembayaran utang dari satu 

pihak kepada pihak yang saling diketahui oleh pihak yang sukarela tanpa 

paksaan. 

2.1.2.3 Fungsi Pembiayaan 

 

Pembiayaan yang diberikan oleh KJKS BMT Parak Laweh yang 

berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam 

meningkatkan usahanya. Masyarakat merupakan individu, pengusaha, 

lembaga, badan usaha, dan lain-lain yang membutuhkan dana. 
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Beberapa fungsi dari pembiayaan yaitu (Riva’i dan Veithzal, 2008:7) : 

 

a. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar-menukar barang dan jasa. 

Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar barang. Hal ini seandainya. 

Belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, maka pembiayaan akan 

membantu melancarkan lalu lintas pertukaran barang dan jasa. 

b. Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan dana yang 

masih menganggur atau yang belum digunakan pada alokasi yang produktif 

bagi KJKS BMT (Idle Fund). 

KJKS BMT dapat mempertemukan pihak yang kelebihan dana dengan 

pihak yang memerlukkan dana. Pembiayaan merupakan suatu cara untuk 

mengatasi antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang membutuhkan 

dana. KJKS BMT dapat memanfaatkan dana yang idle untuk disalurkan 

kepada pihak yang membutuhkan. 

Dana yang berasal dari golongan yang kelebihan dana, apabila disalurkan 

kepada pihak yang membutuhkan dana, maka akan efektif sebab dana 

tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang membutuhkan dana. 

c. Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang 

ada. 

Pembiayaan yang diberikan oleh KJKS BMT memiliki dampak pada 

kenaikan makro-ekonomi. Mitra (pengusaha) setelah mendapatkan 

pembiayaan dari bank syariah akan memproduksi barang, mengolah bahan 

baku menjadi barang jadi, meningkatkan volume perdagangan, dan 

melaksanakan kegiatan ekonomi lainnya. 

2.1.2.4 Manfaat Pembiayaan 

 

Beberapa manfaat atas pembiayaan yang disalurkan oleh KJKS Baitul 

Maal Wat Tamwil (BMT) kepada Anggota yaitu: 

1. Manfaat pembiayaan bagi KJKS BMT 

a. Pembiayaan yang diberikan oleh KJKS BMT kepada nasabah akan 

mendapat balas jasa berupa bagi hasil, margin keuntungan, dan 

pendapatan sewa tergantung pada akad pembiayaan yang telah disepakati 

oleh pihak KJKS BMT dan nasabah. 

b. Pembiayaan akan berpengaruh kepada profitabilitas di KJKS BMT. Hal 

ini dapat dilihat pada perolehan laba, dengan adanya peningkatan laba 

usaha KJKS BMT akan menyebabkan kenaikan tingkat profitabilitas 

KJKS BMT. 
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c. Pemberian pembiayaan kepada anggota secara sinergi akan memasarkan 

produk syariah lainnya seperti, produk dana dan jasa. Salah satu 

kewajiban debitur adalah membuka rekening (tabungan Wadi’ah, atau 

tabungan Mudharabah) sebelum mengajukan permohonan pembiayaan. 

Sehingga pembiayaan yang disalurkan oleh KJKS BMT, secara tidak 

langsung juga telah memasarkan produk pendanaan maupun produk 

pelayanan jasa. 

d. Kegiatan pembiayaan dapat mendorong peningkatan kemampuan 

pegawai untuk lebih memahami secara perinci aktivitas usaha para 

anggota di berbagai sektor usaha. Pengelola semakin terlatih untuk dapat 

memahami berbagai sektor usaha sesuai dengan jenis usaha anggota yang 

dibiayai. 

2. Manfaat pembiayaan bagi anggota 

 

a. Meningkatkan usaha anggota, pembiayaan yang diberikan oleh KJKS 

BMT pada anggota memberikan manfaat untuk memperluas volume 

usaha. Pembiayaan untuk membeli bahan baku, pengadaan mesin dan 

peralatan dapat membantu anggota untuk menigkatkan volume produksi 

dan penjualan. 

b. Anggota dapat memilih berbagai jenis pembiayaan dan berdasarkan akad 

yang sesuai dengan tujuan penggunaannya. 

c. Jangka waktu pembiayaan disesuaikan dengan jenis pembiayaan dan 

kemampuan Anggota dalam membayar kembali pembiayaannya, 

sehingga Anggota dapat mengistimasikan keuangan dengan tepat dan 

benar. 
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3. Manfaat pembiayaan bagi pemerintah 

 

a. Pembiayaan dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong 

pertumbuhan sektor riil, karena uang yang tersedia di bank menjadi 

tersalurkan kepada pihak yang melaksanakan usaha. Pembiayaan yang 

diberikan kepada perusahaaan untuk investasi atau modal kerja, akan 

meningkatkan volume produksinya, sehingga peningkatan volume 

produksi akan berpengaruh kepada pendapatan nasional. 

b. Pembiayaan KJKS BMT dapat digunakan sebagai pengendali moneter. 

 

Pembiayaan diberikan pada saat dan KJKS BMT berlebih atau dengan 

kata lain peredaran uang di masyarakat terbatas. Pemberian pembiayaan 

ini dapat meningkatkan peredaran uang di masyarakat akan bertambah 

sehingga arus barang juga bertambah. Sebaliknya, dalam hal peredaran 

uang di masyarakat meningkat, maka pemberian pembiayaan dibatasi, 

sehingga peredaran uang di masyarakat yang pada akhirnya secara total 

akan meningkatkan pendapatan nasional 

4. Manfaat pembiayaan bagi masyarakat luas 

a. Mengurangi tingkat pengangguran. Pembiayaan yang diberikan 

kepada perusahaan dapat menyebabkan adanya tambahan tenaga kerja 

karena adanya peningkatan volume produksi, tentu akan menambah 

jumlah tenaga kerja. 

b. Melibatkan masyarakat yang berprofesi tertentu misalnya, notaries, 

asuransi, dan lain-lain. Para pihak ini diperlukan untuk kelancaran 

pembiayaan. 
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c. Penyimpan dana akan mendapatkan imbalan berupa bagi hasil lebih 

tinggi dari KJKS BMT apabila KJKS BMT dapat meningkatkan 

keuntungan atas pembiayaan yang disalurkan (Riva’i dan Arifin, 

2010:681). 

2.1.2.5 Unsur Pembiayaan 

 

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan, dengan 

demikian pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan, hal ini berarti 

bahwa prestasi yang diberikan benar-benar harus dapat diyakini dapat 

dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat- 

syarat yang telah disepakati bersama. menurut Kasmir (2008:103) terdapat 

beberapa unsur-unsur dalam pembiayaan yaitu : 

a) Adanya dua pihak, yaitu KJKS BMT Parak Laweh selaku pemberi 

pembiayaan, dan mitra usaha selaku penerima pembiayaan. 

b) Kepercayaan 

 

Merupakan suatu keyakinan bagi si pemberi pembiayaan bahwa 

pembiayaan yang diberikan (baik berupa uang, barang, atau jasa) akan 

dikembalikan dan pihak penerima pembiayaan akan memenuhi 

kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan. 

c) Akad atau persetujuan 

 

Persetujuan atau kesepakatan dituangkan pada suatu perjanjian 

dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing- 

masing. Kesepakatan ini ditanda tangani kedua belah pihak sebelum 

pembiayaan di berikan. 
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d) Adanya penyerahan barang, jasa, atau uang dari pihak KJKS BMT kepada 

Anggota. 

e) Jangka waktu 

 

Merupakan periode waktu yang diperlukan oleh anggota untuk 

membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh KJKS BMT. 

Jangka waktu dapat bervariasi yaitu, jangka pendek, jangka menengah, dan 

jangka panjang. 

Jangka pendek adalah jangka waktu pembayaran kembali 

pembiayaan hingga 1 tahun. Jangka menengah adalah jangka waktu yang 

diperlukan dalam melakukan pembayaran kembali antara 1 hingga 3 tahun. 

Jangka panjang yaitu jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan yang 

lebih dari 3 tahun. 

f) Resiko 

 

Setiap dana yang disalurkan oleh KJKS BMT selalu mengandung 

resiko tidak kembalinya dana. Resiko pembiayaan merupakan 

kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan 

mengalami masalah atau tidak dapat kembali akibat adanya tenggang 

waktu. 

g) Balas jasa 

 

Bagi KJKS BMT balas jasa atas dana yang disalurkan, maka nasabah 

membayar sejumlah tertentu sesuai dengan akad yang telah disepakati 

yang merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian pembiayaan. 
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2.1.3 Pembiayaan Murabahah 

 

2.1.3.1 Pengertian Pembiayaan Murabahah 

 

Secara etimologis, kata Murabahah berasal dari kata ح ْ ب رْ   ال 

 
yang berarti beruntung (Ghufron dan Mas’adi, 2002:119). Secara 

Terminologis, Murabahah adalah bentuk jual beli barang dengan tambahan 

harga (Cost Plus) atas harga pembelian pertama secara jujur. Jual beli secara 

Murabahah juga bisa diartikan sebagai pembiayaan saling menguntungkan 

yang dilakukan oleh Shahib Al-maal dengan pihak yang membutuhkan melalui 

transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga 

jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi Shabib Al- 

Maal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur (Mardani, 

2012:136). 

Menurut Tarek el Diwany (2010:195), Murabahah adalah suatu bentuk 

jual beli berdasarkan kepercayaan karena pembeli harus percaya bahwa penjual 

akan mengungkapkan harga beli yang sebenarnya. Setelah penjual dan pembeli 

membicarakan mengenai harga beli yang sesungguhnya dari penjual, yaitu 

harga yang di perolehnya dari pemasok, baru kemudian antara penjual dan 

pembeli menyetujui besarnya keuntungan (Profit Margin) baik besarnya 

ditentukan berdasarkan persentase tertentu harga beli penjual atau berdasarkan 

suatu jumlah tertentu yang di sepakati oleh kedua belah pihak (Nassaruddin 

dan Djamil, 2014:191). 
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Menurut Usmani (2014:192), Murabahah pada mulanya bukan 

merupakan suatu cara atau modal pembiayaan (Capital Of Financing). Pada 

mulanya Murabahah sekedar suatu Sale On Cost-Plus Basis. Namun setelah 

adanya konsep pembayaran tertunda, maka Murabahah telah digunakan 

sebagai suatu modal atau cara pembiayaan dalam hal nasabah bermaksud 

untuk membeli suatu komoditas dengan cara menyicil pembayaran harganya. 

Undang – Undang No.21 Tahun 2008 memberikan pengertian tentang 

Murabahah dalam Penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf d. Menurut Pasal tersebut, 

yang dimaksud dengan akad Murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang 

dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli 

membayarnya dengan harga yang lebih sesuai dengan yang disepakati. 

Murabahah merupakan suatu jasa atau produk pembiayaan yang 

diberikan oleh suatu lembaga pembiayaan berdasarkan prinsip syariah kepada 

nasabahnya yang membutuhkan dan memesan suatu barang tertentu. Dalam hal 

ini, lembaga pembiayaan syariah tersebut memberikan fasilitas pembiayaan 

dengan mendasarkan pada pembelian barang tersebut yang harus dilakukan 

terlebih dahulu oleh lembaga tersebut dari pemasok barang. Setelah secara 

yuridis kepemilikan barang beralih dari tangan pemasok ke tangan lembaga 

tersebut, maka selanjutnya lembaga pembiayaan syariah tersebut menjual 

barang tersebut kepada anggota. Lembaga pembiayaan syariah yang 

bersangkutan menambahkan keuntungan tertentu diatas harga beli barang 

tersebut. Keuntungan tersebut pula harus disepakati diawal antara Lembaga 
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Pembiayaan Syariah dan nasabah sebelum melakukan akad atau perjanjian 

(Nasarrudin dan Djamil, 2014:193). 

Dalam transaksi Murabahah, penjual harus menyebutkan dengan jelas 

barang yang diperjual belikan dan tidak termasuk barang haram. Demikian juga 

harga pembelian dan keuntungan harus diesbutkan dengan jelas. Dengan cara 

ini, si pembeli dapat mengetahui harga sebenarnya dari barang yang dibeli dan 

diinginkan penjual. 

Melihat dari beberapa pengertian Murabahah di atas, maka dapat 

dipahami Murabahah adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah 

dalam rangka pemenuhan kebutuhan produksi. Melalui akad Murabahah, 

nasabah dapat memenuhi kebutuhannya untuk memperoleh dan memiliki 

barang yang dibutuhkan tanpa harus menyediakan uang tunai terlebih dahulu. 

Dengan kata lain, nasabah telah memperoleh pembiayaan dari KJKS BMT 

(Baitul Maal Wat TamwiI) dan KJKS BMT mendapatkan keuntungan dari 

penjualan barang kepada nasabah. 

2.1.3.2 Dasar Hukum Pembiayaan Murabahah 

 

Murabahah merupakan suatu transaksi jual beli yang dibenarkan oleh 

syariah dan merupakan implementasi Muamalah Tijariah (interaksi bisnis). 

Melalui Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, Dewan 

Syariah Nasional telah memberikan izin operasional sesuai syariah terhadap 

produk pembiayaan Murabahah (Khaddafi, 2016:178). 
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Hal ini berdasarkan kepada Q.S al-Baqarah (2):275 

 
  َ
 
  وأ
 
َ 
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َ
 
َ
 
َ
 
ب   َ
ْ
 •ٱل

  يَ 
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  وَ 
  َ
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َ  َ 
 
 •رب

 
 ۚ  “ ۚ  ̊ واَ

 
Artinya: Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dalam ayat 

lain yang masih berkaitan dengan dasar hukum Murabahah adalah 

Q.S An-Nisa’:29. 
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Artinya: “Hai orang –orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan 

janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah maha 

penyayang kepadamu”. (Q.S An-Nisa:29). 

Tidak hanya dalam Al-Quran, pembiayaan Murabahah juga tertera dalam hadis 

Rasulullah SAW sebagai berikut (Mardani, 2012:137) : 
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Dari Abu Sa’ad Al-Khudri bahwa Rasulullah saw bersabda, “ sesungguhnya jual 

beli itu harus dilakukan suka sama suka”. (HR Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan 

dinilai shahih oleh Ibnu Hibban). 

Setelah Al-Quran dan Hadis yang dijadikan dasar hukum Pembiayaan 
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Murabahah, maka ijma’ ulama juga dapat dijadikan sebagai sumber hukum 

Pembiayaan Murabahah. Dalam hal tersebut, Abdullah (2004:119) 

mengemukakan bahwa “Al-Quran tidak membuat langsung acuan yang 

berkenaan dengan Murabahah, walaupun ada beberapa acuan didalamnya 
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untuk menjual, keuntungan, kerugian dan perdagangan. Demikian pula tidak 

ada hadis yang memiliki acuan langsung tentang Murabahah. Karena tidak 

ada acuan langsung terhadap Murabahah dalam Al-Quran dan Hadis yang 

diterima umum, para ahli hukum harus membenarkan Murabahah 

berdasarkan landasan lain. 

Menurut Malik (2005:76), “Murabahah diperbolehkan dengan 

berlandaskan pada orang – orang madinah, yaitu ada consensus pendapat 

di Madinah mengenai hukum orang yang membeli baju di sebuah kota, dan 

mengambilnya ke kota lain untuk menjualnya berdasarkan suatu kesepakatan 

berdasarkan keuntungan”. 

Menurut Syafi’I (2005:137), mengatakan jika seseorang menunjukkan 

komoditas kepada seseorang dan mengatakan “ kamu beli untukku, aku 

akan memberikan keuntungan begini, begitu ”, kemudian orang itu 

membelinya, maka transaksi itu sah. 

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa dasar hukum pembiayaan 

Murabahah tidak hanya tertera dalam Al-Quran dan Hadis tetapi juga 

terdapat dalam Ijma’ Ulama. 

2.1.3.3 Jenis Akad Murabahah 
 

Murabahah memiliki dua jenis akad, yaitu : 

 

a. Murabahah dengan pesanan (murabahah to the purchase order) 

 

Dalam murabahah jenis ini, penjual melakukan pembelian barang 

setelah ada pemesanan dari pembeli. Murabahah dengan pesanan dapat 
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bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang 

yang dipesannya. Kalau bersifat mengikat, berarti pembeli harus 

membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkan 

pesanannya. Jika asset murabahah yang telah dibeli oleh penjual, dalam 

murabahah pesanan mengikat, mengalami penurunan nilai sebelum 

diserahkan kepada pembeli maka penurunan nilai tersebut menjadi beban 

penjual dan mengurangi nilai (Khaddafi, 2016:182). 

b. Murabahah tanpa pesanan 

 

Murabahah jenis ini bersifat tidak mengikat. Murabahah ini 

dilakukan tidak melihat ada yang pesan atau tidak sehingga penyediaan 

barang dilakukan oleh penjual (Khaddafi, 2016:183). 

2.1.3.4 Rukun Murabahah 

 

Menurut Zulkifli, rukun Murabahah terdiri atas pembeli dan penjual, ijab 

dan qabul barang yang dibeli serta ada nilai tukar pengganti. 

Menurut Adiwarman, rukun Murabahah itu terdiri atas pelaku, objek, 

ijab dan qabul. Ulama Hanafiyah mengemukakan bahwa rukun Murabahah 

adalah ijab dan qabul. Sedangkan menurut Jumhur rukun Murabahah itu 

terdiri atas pembeli dan penjual, objek serta ijab dan qabul. 

2.1.3.5 Syarat - Syarat Akad Murabahah 

Ada beberapa syarat yang harus diperhatikan oleh Unit Usaha Syariah 

agar akad Murabahah tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Artinya, bila 

akad  syariah dibuat oleh suatu Unit Usaha Syariah dengan memperhatikan 
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syarat- syarat yang dikemukakan dibawah ini, maka Bank Syariah Atau Unit 

Usaha Syariah tidak melanggar ketentuan larangan yang ditentukan dalam 

pasal 24 ayat (1) huruf a, atau pasal 24 ayat (2) huruf a, atau pasal 25 huruf 

a Undang – Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 

Syarat Murabahah sesuai dengan rukun yang dikemukakan Jumhur 

Ulama adalah hal – hal yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad. 

Para Ulama Fiqih sepakat bahwa orang yang melakukan aqad Murabahah itu 

harus memenuhi syarat – syarat yaitu Baligh dan yang melakukan akad adalah 

orang – orang yang berbeda. Artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam 

waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli (Nasrun, 2000:115). 

Sedangkan, syarat yang berkaitan dengan ijab dan qabul, para Ulama 

Fiqih sepakat bahwa unsur utama dari Murabahah adalah kerelaan kedua belah 

pihak. Kerelaan kedua belah pihak ini dapat dilihat dari ijab dan qabul yang 

dilangsungkan. Untuk itu, para Ulama Fiqih mengemukakan bahwa syarat 

qabul itu harus sesuai dengan ijab. 

Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan barang yang diperjual 

belikan disebutkan bahwa barang itu ada atau tidak ada di tempat, tetapi pihak 

penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Kemudian 

barang tersebut dapat bermanfaat bagi mansuia. Oleh sebab itu, barang yang 

haram tidak dapat menjadi objek Murabahah. 
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Syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi Murabahah meliputi hal– 

hal sebagai berikut (Mardani, 2012:137) : 

a. Jual beli Murabahah harus dilakukan atas barang yang telah dimiliki (hak 

kepemilikan telah berada ditangan penjual). Artinya, keuntungan dan 

resiko barang tersebut ada pada penjual sebagai konsekuensi dari 

kepemilikan yang timbul dari akad yang sah. Ketentuan ini sesuai dengan 

kaidah, bahwa keuntungan yang terkait dengan resiko dapat mengambil 

keuntungan. 

b. Adanya kejelasan informasi mengenai besarnya modal dan biaya – biaya 

lain yang lazim dikeluarkan dalam jual beli pada suatu komoditas, 

semuanya harus diketahui oleh pembeli saat transaksi. Ini merupakan suatu 

syarat sah Murabahah. 

c. Adanya informasi yang jelas tentang keuntungan, baik nominal maupun 

persentase sehingga diketahui oleh pembeli sebagai salah satu syarat sah 

Murabahah. 

d. Dalam sistem murabahah, penjual boleh menetapkan syarat pada pembeli 

untuk menjamin kerusakan yang tidak tampak pada barang, tetapi lebih 

baik syarat seperti itu tidak ditetapkan, karena pengawasan barang 

merupakan kewajiban penjual di samping untuk menjaga kepercayaan 

yang sebaik – baiknya . 

Secara prinsip, jika syarat – syarat tidak terpenuhi, maka pembeli 

memiliki beberapa pilihan yaitu melanjutkan pembelian seperti apa 

adanya, kembali kepada penjual dan menyatakan  ketidaksetujuan atas 

barang yang dijual dan membatalkan kontrak. 

 

2.1.3.6 Tujuan Murabahah 

 

Sebenarnya Murabahah hanya digunakan dalam situasi yang khusus. 

Menurut Al-Marghinani, tujuan dari Murabahah adalah untuk melindungi 

konsumen yang tidak berdaya terhadap tipu muslihat para pedagang yang 

curang karena konsumen tersebut tidak memiliki keahlian untuk dapat 

melakukan jual beli. Seseorang yang tidak memiliki keterampilan untuk 

melakukan pembelian di pasar dengan cara Musawamah, seperti menghubungi 

seorang dealer Murabahah yang dikenal kejujurannya dan membeli barang 

yang dibutuhkannya dari dealer tersebut dengan membayar harga perolehan 
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dealer  tersebut  atas  barang itu ditambahi dengan  keuntungan. Dengan 

cara seperti ini, konsumen tersebut akan terpuaskan dan terlindungi dari 

kecurangan (Nassarrudin dan Djamil, 2014:197). 

2.1.3.7 Aplikasi Murabahah Pada KJKS BMT 

 

Murabahah adalah akad jual beli antara K J K S BMT selaku penyari 

barang dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. KJKS BMT 

memperoleh keuntungan jual beli yang disepakati bersama. Harga jual KJKS 

BMT adalah harga beli dari pemasok ditambah keuntungan yang disepakati 

bersama. Jadi nasabah mengetahui keuntungan diambil oleh KJKS BMT. 

Pada KJKS BMT, prinsip Murabahah memegang kedudukan kunci 

nomor dua setelah bagi hasil dan pembiayaan Murabahah ini sangat berguna 

bagi seseorang atau perusahaan yang membutuhkan barang secara mendesak, 

namun ia kekurangan dana dan pada saat ini boleh dikatakan ia dianggap 

kekurangan likuiditas. Ia meminta pada KJKS BMT agar membiayai 

pembelian barang tersebut dan ia bersedia membayarnya pada waktu yang 

sudah ditentukan. Dengan demikian KJKS BMT membeli komoditi untuk para 

nasabahnya dan menjual kembali sampai kepada harga maksimum yang 

ditetapkan atau rasio laba harga yang dinyatakan sebelumnya. 
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2.1.4 Penelitian Terdahulu 

 

Tabel 2.1. 

Penelitian Terdahulu 

NO NAMA JUDUL HASIL 

1 Agriansah 

Syahrul, 

(2021) 

Penerapan Sistem 

Pembiayaan Murabahah 

Pada Bank Muamalat 

KCP PAREPARE 

Hasil penelitian menunjukan bahwa 

variabel kualitas sumber daya 

manusia,sistem informasi, komitmen 

organisasi, dan komunikasi 

berpengaruh terhadap penerapan 

sistem akuntansi pembiayaan 

Murabahah pada Bank Muamalat KCP 

Parepare. 

2 Pratiwi Dian 

Desy, (2019) 

Analisis  Penerapan 

Akuntansi Pembiayaan 

Murabahah 

Berdasarkan Psak 102 

Pada Kjks   (Koperasi 

Jasa    Keuangan 

Syari’ah) Bmt Al 

Hikmah  Kabupaten 

Semarang Cabang 

Karangjati. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

BMT Al-Hikmah belum menerapkan 

PSAK No.102 secara penuh. Transaksi 

denda yang tidak dicatat dalam jurnal 

umum, potongan angsuran pada saat 

pelunasan belum sesuai denga PSAK 

102, serta adanya cadangan risiko yang 

membuat total angsuran semakin 

tinggi. Berdasarkan hasil penelitian ini 

diharapkan    BMT    AlHikmah 

menerapkan kebijakan PSAK 102 

sepenuhnya. 

3 Haryanto 

Toto, (2014) 

Penerapan Akuntansi 

Pembiayaan Murabahah 

Pada Ksu Bmt An – Nur 

Muhammadiyah 

Cimanggu Cilacap 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan dapat diperoleh kesimpulan, 

bahwa KSU BMT An Nur 

Muhammadiyah Cimanggu ; (1) 

menerapkan akuntansi pembiayaan 

murabahah yang operasionalnya sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku yaitu 

Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan (PSAK) No. 102 tentang 

akuntansi murabahah. Dalam 

pelaksanaanya pembiayaan 

murabahah, melakukan pembiayaan 

dengan akad murabahah pesanan dan 

pembiayaan dengan menggunakan 

akad wakalah, (2) Pengakuan dan 

pengukuran pembiayaan murabahah 

KSU BMT An Nur Muhammadiyah 

Cimanggu sudah sesuai dengan 

ketentuan PSAK dan 102. Namun ada 
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   yang kurang terletak pada transaksi dan 

pengakuan pembiayaan murabahahnya 

lebih mendominasi pada sisi akuntansi 

sebagai penjual. 

4 Wilda Aluv, 

(2023) 

Analisis Penerapan 

Akuntansi Syariah 

Berdasarkan Psak No. 

102 Tentang 

Pembiayaan Murabahah 

Pada Bmt (Baitul Maal 

Wat Tamwil) Ugt 

(Usaha Gabungan 

Terpadu) Nusantara 

Capem Jenggawah 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 
1) Pembiayaan Murabahah 

berdasarkan pesanan yang sifatnya 

mengikat dan diangsur. 2) Perlakuan 

akuntansi pada BMT UGT Nusantara 

Capem Jenggawah belum sepenuhnya 

sesuai karena tidak menerapkan denda 

kepada nasabah yang telat membayar 

sebagaimana aturan dalam PSAK 

dikarenakan unsur kemanusiaan atau 

kasihan. Dalam hal ini BMT 

seharusnya memberi sanksi atau denda 

kepada nasabah agar tidak menganggap 

enteng dan pembiayaan Murabahah 

pada BMT lebih terorganisir serta 

sesuai dengan PSAK 102. Adapun 

Pengungkapan, penyajian, pengakuan 

dan pengukuran terkait pengakuan 

persediaan, diskon pembelian, 

keuntungan murabahah, potongan 

murabahah, uang muka telah sesuai 

dengan aturan PSAK No 102. 

5 Dwinanda 
Caesar 

Hamdhany, 

(2019) 

Analisis Penerapan 

Sistem Akuntansi Pada 

Pengeluaran Kas Di 

Koperasi Jasa Keuangan 

Syariah (Kjks) Bmt 

Assa’adah Kabupaten 

Semarang 

Hasil pengamatan dan wawancara 

tersebut menunjukkan bahwa 

pelaksaan prosedur sistem pengeluaran 

kas yg digunakan jika dibandingkan 

dengan teori maka belum sesuai karena 

masih terdapat double job. Sebaiknya 

BMT tersebut melakukan pemisahan 

fungsi yang jelas supaya sistem 

pengendalian intern pengeluaran kas 

bisa berjalan dangan efektif dan lebih 

baik. 
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2.1.5 Kerangka Pemikiran 

 

Kerangka teroritis adalah kerangka penalaran yang terdiri dari konsep 

konsep atau teori yang menjadi acuan penelitian. Dalam penelitian ini, kerangka 

teoritis sebagai berikut : 

 

 
Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

Dari kerangka fikir di atas dapat di jelaskan bahwa penelitian ini dilakukan 

di KJKS Parak Laweh dengan menganalisis sistem akuntansi pada pembiayaan 

murabahah menggunakan sistem akuntansi sehingga dari analisis tersebut dapat 

di simpulkan hasil nantinya. 

KJKS 

MURABAHAH 

SISTEM AKUNTANSI 



 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di KJKS BMT Parak Laweh Kecamatan Lubuk 

Begalung. Pengamatan ini dilaksanakan pada Mei 2023 hingga sampai Juli 2023. 

3.2 Jenis Penelitian 

 

Tipe analisis yang dipakai dalam analisis ini yaitu analisis kualitatif. Analisis 

kualitatif bisa dimengerti selaku sistem analisis yang gunakan data preskriptif 

berbentuk Bahasa tercatat atau lisan dari orang serta pelaksana yang bisa dicermati. 

Pendekatan kualitatif ini dilakukan buat menjelaskan dan menganalisis penanda 

individu atau group, momen, dinamika sosial, sikap, keyakinan dan wawasan. 

Karena itu, proses analisis pendekatan kualitatif diawali peningkatan asumsi-

asumsi dasar. Setelah itu ditautkan beberapa kaidah penilaian yang dipakai dalam 

analisis, data yang disatukan selanjutnya diinterpretasikan. 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

 

Akan halnya macam yang penulis pakai dalam kajian ini yaitu data primer 

serta data sekunder. Chandrarin (2017:124), membatasi data primer serta sekunder 

seperti berikut: 

 

1) Data primer yakni data yang disatukan sendiri oleh periset untuk 

menjawab persoalan analisisnya secara eksklusif. 
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2) Data sekunder merupakan data yang mengambil sumber dari catatan 

yang terdapat pada perusahaan dan dari sumber yang lain. 

 

Sumber data dari riset ini asal dari Laporan Keuangan KJKS BMT Parak 

Laweh. 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

 

Data merupakan catatan atas himpunan realitas. Data sebagai bentuk jamak 

dari Datum, datang dari Bahasa latin yang bermakna "suatu hal yang dikasihkan”. 

Dalam pemanfaatan keseharian data bermakna suatu hal pengakuan yang diterima 

dengan apa yang ada. Pengakuan ini yakni hasil pengukur atau penilaian satu faktor 

yang punyai bentuk bisa berwujud angka, beberapa kata, atau citra. 

Menurut Arikunto, (2016:67) mengatakan jika data ialah alat tolong yang di 

putuskan serta dipakai oleh periset di pekerjaannya kumpulkan biar aktivitas itu jadi 

struktural serta dimudahkan olehnya. 

1. Observasi 

Observasi adalah Pengamatan secara langsung pada objek study buat 

mendapat data dan data yang diperlukan jadi dasar kajian dan memverifikasi 

objecttifitas dan kecermatan berkenaan yang dicapai baik sama study pustaka 

ataupun dalam riset tersebut dengan sumber info mengenai obyek riset 

berkaitan dengan Riset Pelaksanaan Struktur Akuntansi Pembiayaan 

Murabahah KJKS Parak Laweh. 
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2. Wawancara 

 

Wawancara merupakan berkomunikasi langsung kepada pihak 

Pimpinan KJKS BMT Parak Laweh dengan secara berikan beberapa 

pertanyaan buat memperoleh data serta data secara lengkap serta jelas. 

3. Dokumentasi 

 

Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyalin, 

melihat, serta mengevaluasi laporan serta dokumen-dokumen yang 

terkait dengan obyek penelitian. 

3.5 Teknik Analisis Data 

Dalam analisis ini penulis memanfaatkan tehnik diagnosis data preskriptif, 

kualitatif dan memanfaatkan perspektif induktif yang bermakna penulis terjun 

langsung ke lapangan mendalami sesuatu proses atau penemuan yang nanti bakal 

peroleh bukti data lalu mendatanya, mempelajari dengan mengartikan serta 

menyampaikan dan menarik ringkasan proses dari itu. 



 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum 

 

4.1.1 Sejarah Berdirinya KJKS BMT Parak Laweh 

 

Pertama kali berdirinya KJKS BMT Parak Laweh di tanggal 10 April 

2010 bernama KJKS BMT Parak Laweh. KJKS BMT bekerja di tanggal 1 

januari 2011, sekalian buka kantor di Balai Pemuda Parak Laweh Pulau Aia 

Yang XX, Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, Sumatera Barat. 

Pendiri KJKS BMT Parak Laweh ialah penduduk di tempat 

pada jumlah 28 orang. Beberapa pendiri cari modal awalan buat pendirian 

KJKS BMT secara terkumpulnya modal awalan senilai Rp.329.500.000; 

sumber modal dari simpoksus sebesar Rp.29.500.000; dan modal hibah dari 

Pemerintah Kota Padang Rp.300.000.000; 

Tersedianya hasrat selaku langkah pertama beberapa pengurus lakukan 

study kepantasan usaha pada beberapa pasar yang berada di kota Padang. 

Sesudah lakukan study kepantasan usaha dengan pemikiran market share, 

banyak usaha kecil serta menengah akan dikasih pendanaan. Keramaian pasar 

dan minimnya kehadiran instansi keuangan yang berbasiskan syariah 

berbentuk bank serta bukan bank persisnya di Pasar Parak Laweh. Anggota 

KJKS BMT Parak Laweh Pulau Aia Yang XX dikhususkan masyarakat yang 

berlokasi berada di kelurahan terutama serta Kota Padang umumnya. 
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4.1.2 Visi dan Misi KJKS BMT Parak Laweh 

 

Visi dan Misi KJKS BMT Parak Laweh Pulau Aia Nan XX, yakni: 

 

1. Visi 

 

Menjadi koperasi simpan pinjam syariah yang baik, kuat serta 

amanah yang ditekel oleh sumber daya insani yang bertaqwa dalam 

melayani anggota melalui peningkatan hubungan silaturahmi dengan 

anggota dan komunitas sosial menuju kehidupan yang di ridhoi Allah 

SWT. 

2. Misi 

 

Melakukan tata kelola KJKS BMT menurut standard kesehatan 

KSP Syariah, melaksanakan service excelent , Akuisisi dan retensi 

customer secara terus menerus dan membina SDI yang kompeten dan 

berkarakter Islami. 

Menurut misi serta visi yang tertera diatas jadi KJKS BMT 

sampaikan ucapan bila data ialah alat tolong yang di putuskan dan 

dipakai oleh cendekiawan di pekerjaannya menghimpun agar kesibukan 

itu jadi struktural dan dilancarkan olehnya dan dapatkan kesejahteraan 

keluarga dan hasil usaha yang dicapai, di antara tujuan yang 

diselesaikan itu ialah: 

a. Mempertingkat dan membentuk ekonomi ummat terutama rakyat upaya 

kecil dan menengah. 

b. Bebaskan ummat Islam dari genggaman rentenir dan hutang berbunga. 
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c. Mempertingkat produktifitas upaya dengan memberi pendanaan 

terhadap entrepreneur kecil yang perlu dana. 

d. Tingkatkan mutu serta jumlah aktivitas usaha selain tingkatkan 

peluang kerja serta tingkatkan pemasukan ummat. 

e. Memperbaiki perekonomian ummat Islam secara mikro. 

 

4.1.3 Landasan Hukum 

 

KJKS BMT Parak Laweh adalah satu diantara instansi keuangan micro 

syariah yang mempunyai badan hukum koperasi dengan menerapkan sistem 

pola syariah. Adapun dasar pendirian KJKS BMT Parak Laweh ialah: 

1. Undang-Undang 

 

a. Undang-Undang RI No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. 

 

b. Undang-Undang RI No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. 

 

c. Ketentuan Wilayah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 

 

terkait Pembuatan Organisasi serta Tata Kerja Dinas Kota Padang 

(Lembar Wilayah Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembar 

Wilayah Kota Padang Nomor 14). 

2. Landasan syariah 

 

a. Al-Qur’an surat Al-jum’ah ayat 10. 

b. Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 282. 
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4.1.4 Stuktur Organisasi KJKS BMT Parak Laweh 

 

Struktur KJKS BMT Parak Laweh adalah sebagai berikut: 

 

1. Penanggung jawab : Wali Kota- Wakil Wali Kota 

2. Pembina 

a. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang 

b. Lurah Parak Laweh Pulau Aia Nan XX 

c. Ketua LPM Parak Laweh Pulau Aia Nan XX 

3. Dewan Pengawas Syariah 

4. Pedamping 

5. Badan Pengawas dan Dewan Pengawas 

a. Ketua : Mur Ikhwan 

b. Anggota : Ermawati Moeris,BA 

c. Anggota : Ermonadi,ST 

6. Pengurus 

a. Ketua : Febrinal 

b. Sekretaris : Yulnasri 

c. Bendahara : Laily Alidar,BA 

7. Manajer 

Manajer : Andellia Murni,A.Md 

8. Pembukuan 

Pembukuan : Nuzul Fitri, A.Md 
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Struktur Organisasi KJKS BMT Parak Laweh Pulau Aia Nan XX 
 

 

Gambar 4.1 

Struktur Organisasi KJKS BMT Parak Laweh 
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Kepala dinas koperasi dan UMKM Kota 
Padang 
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Andellia Murni, A.Md 

Accounting 

Nuzul Fitri, A.Md 

Pendamping 
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4.1.5 Produk KJKS BMT Parak Laweh 

 

1. Produk-Produk KJKS BMT Parak Laweh 

 

a. Produk Penghimpunan Dana 

 

Produk-produk penghimpunan dana yang ada pada KJKS BMT 

Parak Laweh adalah: 

1) Simpanan Mudharabah 

 

Sesuatu produk simpanan pendidikan di mana KJKS BMT Parak 

Laweh jadi mudharib dikasihkan hak oleh sahibul maal (penyimpan) 

untuk menginvestasikan atau memproduktifkan titipan itu dengan 

setoran awalannya sebesar Rp. 10.000,00. 

2) Simpanan Pendidikan 

 

Sesuatu produk simpanan di mana KJKS BMT Parak Laweh jadi 

penyimpan uang buat kepentingan pendidikana semasa khusus. 

Penyerahan awalan buat pembukaan rekening senilai Rp. 10.000,00 dan 

bisa diambil seandainya diperlukan. 

3) Simpanan Haji 

Simpanan yang mempunyai tujuan untuk merealisasikan tekad 

suci calon jemaah haji dengan penyerahan pertama sejumlah Rp. 

10.000,00. 

4) Simpanan Kurban 

 

Sesuatu produk simpanan buat nasabah yang punya niat buat 

berkurban di waktu mendatang, maka bisa menyatukan atau 

memercayakan uangnya sampai buat merealisasikan.  Penyetoran 
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pertama untuk tabungan kurban sebesar Rp. 10.000,00 dan penyetoran 

selanjutnya minimal Rp. 10.000,00. 

b. Produk-Produk Penyaluran Dana 

 

Penyaluran dana di KJKS BMT Parak Laweh kepada nasabah terdiri 

dari beberapa jenis, yaitu: 

1) Pembiayaan Sistem Bagi Hasil Mudharabah 

 

Pembiayaan yang mana KJKS BMT Parak Laweh sebagai 

sahibul maal dan nasabah sebagai mudharib. Keuntungan dibagi 

berdasarkan nisbah yang udah disetujui dan rugi ditangguh seutuhnya 

oleh faksi KJKS BMT Parak Laweh bila rugi itu tak berasal dari 

keteledoran nasabah. Dengan rasio nisbah 40% untuk faksi nasabah 

dan 60% untuk faksi KJKS BMT Parak Laweh Yang XX. 

2) Pembiayaan dengan Sistem Bagi Hasil Musyarakah 

 

Pendanaan yang mana KJKS BMT Parak Laweh memberinya 

modal kerja pada nasabah, yang mana keuntungan bakal dipisah 

berdasar pada modal semasing. Untuk pembagian hasil dalam 

pendanaan Musyarakah faksi KJKS BMT memberinya 2,5%, tetapi 

seandainya seusai dilaksanakan penelitian faksi anggota atau nasabah 

dalam ekonomi tidak dapat. Faksi KJKS BMT akan tidak 

membebankan buat hasilnya. 
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3) Jual Beli dengan Sistem Murabahah 

 

Pendanaan yang dikasihkan dari harga primer ditambahkan 

keuntungan yang udah disetujui di antara faksi KJKS BMT Parak 

Laweh dengan nasabah. Pengembalian dijalankan cicilan margin tiap-

tiap bulan nya dan primer dibayarkan waku utang jatuh termin. 

Dengan prosentase nisbah 40% untuk faksi nasabah dan 60% untuk 

faksi KJKS BMT Parak Laweh Yang XX. 

4) Pembiayaan non profit sebagai pendanaan yang punya sifat sosial 

dan non komersial nasabah cukup kembalikan primer utang saja, 

dan ini disebutkan pendanaan qardul hasan. Dalam masalah ini 

di tahun 2020-2021 ada diberi dari faksi KJKS BMT pada dua orang 

nasabah. 

4.1.6 Syarat dan Ketentuan 

 

Sebelum Mengajukan Permohonan Pembiayaan Murabahah ada 

beberapa syarat kelengkapan yang harus dilengkapi oleh nasabah, bagi yang 

bermaksud serta pengin menabung untuk menggunakan pelayanan KJKS BMT 

Parak Laweh Pulau Aia Nan XX dalam bentuk simpanan, untuk bergabung 

dengan menyerahkan syarat sebagai berikut: 

a. Foto-copy KTP. 

b. Mengisi formulir permohonan. 

c. Pas foto 3x4 sebanyak 1 lembar. 

d. Foto-copy KTP suami istri apabila belum menikah 

melengkapi dengan foto KTP orang tua. 

e. Foto-copy Kartu Keluarga (KK). 
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4.1.7 Prosedur Peminjaman 

 

Sebagaimana ketentuan syarat syarat di atas ada satu hal yang harus 

diperhatikan pada KJKS Parak Laweh ini, lebih mengutamakan masyarakat 

yang mempunyai Usaha baik itu Mikro maupun Menengah. Dan data diri yang 

berupa Kartu Keluarga harus berdomisili di Parak Laweh itu sendiri. 

Setelah kelengkapan data sudah terlengkapi ada beberapa langkah 

prosedur peminjaman sebagaimana berikut : 

1. Mengisi Formulir Permohonan Pembiayaan 

 

2. Menanda Tangani Surat Perjanjian Menggunakan Materai 10.000 dan 

Mengajukan berkas tersebut kepada KJKS 

3. Menanda Tangani Surat Kuasa dari KJKS 

 

4. KJKS menerima berkas permohanan Pembiayaan dari nasabah 

 

5. KJKS akan melakukan survei terhadap nasabah seperti usaha yang 

sedang dijalani oleh nasabah 

6. Setelah melakukan survei kepada nasabah KJKS akan melakukan 

Rapat Komite 

7. Keputusan akhir setelah rapat komite dari KJKS yaitu Persetujuan 

disetujui atau ditolak 

8. Akad Wakalah atau Pemberian kuasa dari koperasi. Dimana dalam 

pembelian barang diwakilkan kepada nasabah itu sendiri. 

9. Nasabah yang telah melakukan pencairan permohonan pembiayaan 

akan diberikan berupa kartu angsuran pembiayaan sesuai kesepakatan 
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yang telah diajukan seperti biaya angsuran tiap minggu atau tiap 

bulannya. 

4.1.8 Ketentuan Pembiayaan 

 

KJKS mempunyai ketentuan pembiayaan keputusan dalam menentukan 

sebagai berikut : 

1. Nominal Pembiayaan 

 

a. Maksimal Pembiayaan. 

 

Maksimal pembiayaan pada KJKS Parak Laweah yaitu sebesar 

Rp.10,000,000 dengan jangka waktu pengembalian 10 bulan, angsuran 

sebesar Rp.1,202,000 perbulan dengan persentase 1.80%. 

b. Minimal Pembiayaan 

 

Maksimal pembiayaan pada KJKS Parak Laweah yaitu sebesar 

Rp.500,000 angsuran sebesar Rp.79,200 perbulan dengan persentase 

1.50%. 

2. Persentase Bagi Hasil 

Adapun Persentase keuntungan yang telah disepakati dan kerugian 

ditangguh sepenuhnya oleh pihak KJKS Parak Laweh apabila rugi itu 

tak disebabkan kelengahan nasabah dalam beberapa pendanaan di 

KJKS terutamanya Pembiayaan Murabahah sebesar nisbah 40% untuk 

pihak nasabah dan 60% untuk pihak KJKS Parak Laweh. 
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3. Lama Pembiayaan 

 

Lamanya waktu yang dikasihkan oleh KJKS terhadap nasabah buat 

bayar lagi pendanaan yang sudah dikasihkan menurut waktu yang 

disepakati. Jangka waktu dapat bervariasi yaitu : 

a. Jangka Pendek 

Jangka pendek adalah jangka waktu pembayaran kembali 

pembiayaan hingga 1 tahun atau 48 minggu. 

b. angka Menengah 

Jangka menengah adalah jangka waktu yang diperlukan dalam 

melakukan pembayaran kembali 1-3 tahun. 

c. Jangka Panjang 

Jangka Panjang adalah jangka waktu pembayaran kembali 

pembiayaan yang lebih dari 3 tahun. 

4. Angsuran Pembiayaan 

 

Nasabah yang melakukan peminjaman diberikan waktu untuk 

pengembalian sesuai dengan kesepakatan dan besaran pinjaman yang 

telah di nyatakan sebelumnya, pada daftar angsuran pembiayaan telah 

dinyatakan lama pengembalian sesuai dengan nominal pembiayaan: 

1. Jika pembiayaan dari Rp500.000-Rp2.000.000 Angsuran 

perbulananya sebesar 1,5% . 

2. jika pembiayaan dari Rp2.500.000-Rp4.500.000 Angsuran 

perbulananya sebesar 1,7% . 

3.  jika pembiayaan dari Rp5.000.000-Rp10.000.000 Angsuran 

perbulananya sebesar 1,8% 
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4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 

4.2.1 Hasil Penelitian 

 

4.2.1.1 Sistem Akuntansi Pada KJKS Parak Laweh 

 

Berikut ini Pencatatan dan pemprosesan Sistem Akuntansi Pada 

Pembiayaan murabahah yang di terapkan pada KJKS Parak Laweh: 

1. Buku Kas Manual 

 

Pada KJKS Parak laweh saat melakukan transaksi pembiayaan hanya 

melakukan pencatatan pada buku kas secara manual. 

2. Laporan Bulanan 

Pada KJKS Parak laweh Laporan bulanannya hanya dilakukan secara 

manual dan tidak memisahkan antara Pasiva, Aktiva Dan Liabilitas dalam 

laporannya. 

3. Laporan keuangan 

 

Laporan keuangan yang di pakai pada KJKS Parak Laweh ada empat 

jenis laporan keuangan. 

1. Laporan Laba Rugi 

 

Laporan laba rugi yang diterapkan pada KJKS Parak Laweh belum 

sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dibuktikan dengan 

pencatatan yang di lakukan pada laporan laba ruginya yang seharusnya 

dinyatakan sebagai beban tetapi di catatakan sebagai biaya sedangkan 

beban dan biaya itu memiliki arti yang berbeda. 
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2. Laporan Perubahan Ekuitas 

 

Laporan Perubahan Ekuitas pada KJKS Parak Laweh belum 

memadai atau belum sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku itu 

dapat dibuktikan dengan pencatatan yang di lakukan pada laporan 

perubahan ekuitas yang dilakukan. 

3. Laporan Posisi Keuangan 

 

Laporan Posisi Keuangan pada KJKS Parak Laweh belum sesuai 

dengan standar akuntansi yang berlaku karena dalam pencatatan yang di 

lakukan pada laporan posisi keuangan hanya menggambarkan pasiva, 

seharusnya pada laporan posisi keuangan harus menggambarkan pasiva, 

aktiva dan leabilitas. 

4. Laporan Arus Kas 

 

Laporan Arus Kas pada KJKS Parak Laweh belum memadai atau 

belum sama dengan standard akuntansi yang berlangsung itu bisa 

dinyatakan pendataan yang dijalankan di Laporan Arus Kas. 
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4.2.2 Pembahasan Penelitian 

 

4.2.2.1 Sistem Akuntansi yang Seharusnya di Terapkan Pada KJKS Parak 

Laweh 

Sistem akuntansi yang seharusnya diterapkan pada KJKS Parak Laweh 

sebagai berikut : 

1. Menganalisis dan Penjurnalan 

 

Langkah pertama adalah menganalisa transaksi dan melakukan 

penjurnalan dangan jurnal berpasangan. 

2. Buku Besar 

 

Selanjutnya transaksi transaksi yang telah di jurnal dipostingan ke buku 

besar. 

3. Neraca Saldo yang belum di sesuaikan 

 

Neraca saldo yang belum di sesuaikan dibuat untuk memastikan apakah 

terjadi kesalahan pada saat pemostingan debit dan kredit kebuku besar. 

4. Penyesuian 

 

Penyesuaiaan dilakukan sebelum membuat laporan keuangan. 

5. Neraca Saldo Setelah Penyesuaian 

Neraca Saldo Setelah Penyesuaian dibuat untuk memeriksa kesamaan 

jumlah saldo debit dan kredit. 

6. Laporan Keuangan 

 

Laporan keuangan adalah bagian terpenting dalam siklus akuntansi 

karena laporan keuangan akan menggambarkan keadaan perusahaan 

yang dijalan kan 
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7. Jurnal Penutup 

 

Ayat jurnal penutup dibuat pada akhir periode akuntansi agar akun akun 

siap digunakan kembali pada periode selanjutnya. 

8. Neraca Saldo Setelah Penutuman 

 

Neraca saldo setelah penutuman adalah langkah terakhir dari siklus 

akuntansi kegunaannya adalah untuk memastikan bahwa buku besar 

telah sesuai pada awal periode berikutnya. 

4.2.2.2  Sistem Akuntansi Pada KJKS Parak Laweh Terhadap 

Pembiayaan. 

Sistem akuntansi pada KJKS Parak Laweh terhadap pembiayaan terbagi 

atas beberapa tahap sebagai berikut : 

1) Pada saat pencairan 

Pada saat pencairan atau setelah akad dilaksanakan sehingga 

penjualan aktiva murabahah kepada nasabah terealisasi. Pada tahap ini 

akan dilakukan pencairan apabila pihak KJKS Parak Laweh menyatakan 

nasabah yang melakukan pengajuan berhak dan telah sesuai dengan 

kriteria yang telah di tetapkan untuk menerima pembiayaan dalam rapat 

komite yang dilakukan sebelumnya. 
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Keterangan Debit Kredit 

Piutang Murabahah xxx  

- Margin ditangguhkan 
 

- Persediaan Murabahah 

 xxx 

xxx 

 

 

2) Pada saat pengembalian 

 

Pada saat pengembalian nasabah di tuntut untuk tepat waktu dalam 

pengembalian, jika belum mampu untuk melakukan pengembalian maka 

nasabah harus menghubungi pihak KJKS yang bersangkutan sampaikan alasan 

kenapa belum melakukan pengembalian pada bulan tersebut. 

Jika telah di lakukan pembayaran berikut adalah pencatatan yang 

seharusnya di lakukan oleh pihak KJKS. 

Keterangan Debit Kredit 

Kas KJKS Parak Laweh 
 

Margin Murabahah Ditangguhkan 

xxx 
 

xxx 

 

Piutang Murabahah 
 

Pendapatan Margin Murabahah 

 xxx 
 

xxx 

Jadi setelah dilakukan penelitian dengan teknik wawancara dan 

penganalisisan terhadap data yang di berikan oleh pihak KJKS maka diperoleh 

kesimpulan bahwa di KJKS Parak Laweh belum menerapkan sistem Akuntansi 

dengan semestinya dapat dibuktikan dengan pencatatan pencatatan transaksi yang 

dilakukan belum sesuai dengan Sistem Akuntansi . 
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4.2.2.3 Sistem Akuntansi Pada KJKS Parak Laweh Terhadap Penerimaan 

Kas. 

Marina, dkk (2017) Sistem akuntansi merupakan jaringan dari seluruh 

prosedur, formulir-formulir, catatan-catatan, dan alat-alat yang digunakan 

untuk mengolah data keuangan menjadi suatu bentuk laporan yang akan 

digunakan oleh pihak manajemen dalam mengendalikan kegiatan usahanya dan 

selanjutnya digunakan sebagai alat pengambilan keputusan manajemen. 

a) Penerimaan Kas Pada KJKS Parak Laweh 

 

1. Fungsi Penerimaan Kas Pada KJKS Parak Laweh 

 

KJKS Parak Laweh memiliki beberapa fungsi yang terkait dengan 

sistem akuntansi penerimaan kas. Fungsi tersebut meliputi: 

1) Fungsi Verifikasi 

 

Fungsi ini memiliki tugas melakukan verifikasi semua pengajuan 

dan pengadaan terkait dengan pembiayaan yang di terapkan Pada KJKS 

Parak laweh dengan langkah verifikasai nya dimulai dari ketika 

mengajukan anggaran pihak verifikasi akan melakukan pengecekan, 

setelah pengecekan dilakukanlah rapat komite apabila sesuai dengan 

kriteria yang ditentukan maka akan diajukan ke direktur untuk 

kemudian diberikan ke bendahara untuk di lakukan pencairkan. Fungsi 

ini juga memiliki tugas melakukan verifikasi dan otorisasi atas catatan 

saldo penerimaan kas dengan kas fisik yang ada. 
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2) Fungsi Bendahara 

 

Fungsi ini memiliki tugas untuk menerima seluruh pendapatan 

secara kas, mengeluarkan, dan membuat pembukuan serta laporan kas 

baik harian atau bulanan. 

Ditinjau dari penerapannya KJKS Parak Laweh belum 

menggunakan sistem akuntansi dalam menjalankan fungsi fungsi 

tersebut, berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan terhadap ibuk 

Andellia Murni, A.Md selaku Manajer KJKS Parak Laweh ibuk 

Andellia Murni, A.Md menyatakan bahwa pada KJKS Parak Laweh 

hanya menjalankan fungsi Sitem Informasi Akuntansi dengan sistem 

manual. 

2. Dokumen Penerimaan Kas Pada KJKS Parak Laweh 

 

KJKS Parak Laweh menggunakan beberapa dokumen yang terkait 

dengan sistem informasi akuntansi penerimaan kas nasabah, dokumen 

tersebut meliputi: 

1. Laporan Kas Harian 

Laporan kas harian merupakan rangkuman dari bukti kas masuk 

dan bukti kas keluar secara lebih ringkas yang dibuat oleh Bagian 

bendahara. Laporan ini menjadi bukti dari pendapatan dan 

pengeluaran rumah KJKS Parak Laweh setiap harinya. 

2. Laporan Bulanan 

 

Laporan bulanan rangkuman dari bukti kas masuk dan bukti kas 

keluar secara bulanan yang dibuat oleh Bagian bendahara. Laporan ini 
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menjadi bukti dari pendapatan dan pengeluaran rumah KJKS Parak 

Laweh setiap bulannya. 

Pada KJKS Parak Laweh dokumen penerimaan kas hanya di 

gambarkan oleh dua laporan tersebut sesuai dengan apa yang di 

sampaikan oleh Ibu Andellia Murni selaku Manajer pada KJKS Parak 

Laweh dalam wawancara yang peneliti lakukan. 

3. Prosedur Sistem Akuntansi Penerimaan Kas Pada KJKS Parak 

Laweh 

Prosedur sistem informasi akuntansi penerimaan kas pada KJKS 

Parak Laweh hanya dengan melihat bukti pembayaran yang di lakukan 

oleh nasabah terhadap KJKS yang sebelumnya telah diberikan oleh pihak 

KJKS terhadap Nasabah jadi ketika pembayaran dilakukan maka akan 

diberitanda centang yang artinya nasabah pada bulan ini telah melakukan 

pembayaran, selanjutnya pihak KJKS mencatatkan jumlah pembayaran 

tehadap penerimaan kas pada buku kas harian. 

Penerapan Sistem akuntansi pada pembiayaan Murabahah di KJKS 

Parak Laweh menurut pendapat yang di paparkan oleh Ibu Andellia Murni, 

A.Md selaku Manajer di KJKS Parak Laweh dalam wawancara yang 

peneliti lakukan, serta penelitian yang telah peneliti lakukan KJKS Parak 

laweh belum menerapkan sistem pembiayaan akuntansi dengan 

semestinya yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. 



 

 

 

 

 

5.1 Kesimpulan 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan 

pada bagian pembahasan tersebut, Maka dapat disimpulkan dari penelitian 

Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Pada Pembiayaan Murabahah di 

KJKS Parak Laweh adalah sebagai berikut: 

1. Dari Hasil penelitian ini bahwa penerapan sistem akuntansi pada 

pembiayaan murabahah di KJKS BMT Parak Laweh termasuk dalam 

kategori kurang baik, karena pada proses transaksi dalam pembiayaan 

murabahah belum sesuai dengan sistem akuntansi dalam pencatatan 

transaksi tidak menggunakan komputer ataupun jaringan intranet dan 

internet, sehingga mengalami lambatnya kemajuan dalam melakukan 

pencatatan transaksi ataupun kemajuan KJKS itu sendiri. 

2. Pada penelitian yang di lakukan pada KJKS Parak Laweh dapat ditarik 

kesimpulan bahwa sistem akuntansi yang diterapkan oleh KJKS belum 

sesuai sama prosedur akuntansi yang berlaku secara umum. 

3. Jadi setelah dilakukan penelitian pada KJKS Parak Laweh didapatkan 

lah sebuah kesimpulan bahwasanya sitem akuntansi yang diterapkan 

pada KJKS Parak Laweh belum Sesuai dengan sistem akuntansi yang 

berlaku. 
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4. Pembiayaan Murabahah di KJKS BMT Parak Laweh sangat berperan 

baik terhadap usaha mereka dan bertujuan untuk membantu dalam 

kehidupan sehari-hari para pelaku usaha dalam memenuhi kebutuhan 

modalnya, Salah satunya untuk memenuhi kebutuhan modal UMKM di 

KJKS BMT Parak Laweh sehingga usaha yang dijalankan dapat 

berkembang dengan menyediakan barang dan jasa tanpa harus 

menyediakan uang tunai terlebih dahulu untuk memperbaiki standar 

serta kualitas hidup para nasabah dan mencapai standar hidup yang 

layak. 

5.  Dari Hasil penelitian ini bahwa penerapan sistem akuntansi pada 

pembiayaan murabahah di KJKS BMT Parak Laweh termasuk dalam 

katagori kurang baik, karena pada proses transaksi dalam pembiayaan 

murabahah belum sesuai dengan sistem akuntansi dalam pencatatan 

transaksi tidak menggunakan komputer ataupun jaringan intranet dan 

internet, sehingga mengalami lambatnya kemajuan dalam melakukan 

pencatatan transaksi ataupun kemajuan KJKS itu sendiri. 
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5.2 Saran 

 

Berdasar pada ikhtisar dalam riset ini, Karenanya ilmuwan coba 

memberinya arahan yang bisa diperhitungkan sebagai tambahkan berikut ini : 

1. Diharapkan kepada pihak KJKS Parak Laweh hendaknya melakukan 

peningkatan dan pembaharuan penerapan sistem akuntansi pada 

pembiayaan murabahah sesuai dengan sistem akuntansi yang berlaku 

secara umum. 

2. Diharapkan kepada pihak KJKS hendaknya lebih memperhatikan Sistem 

Akuntansi Pada Pembiayaan Murabahah, dan melakukan peningkatan 

sistem akuntansi agar nantinya memudahkan para karyawan dalam 

melaksanakan tugasnya 

3. Dikehendaki pada pihak KJKS Parak Laweh harusnya tingkatkan fungsi 

pendanaan murabahah dan bikin persetujuan yang lebih bagus terhadap 

beberapa nasabah lantaran pembiayaan murabahah merupakan 

pendanaan yang diperlukan oleh warga di tempat agar bisa berikan 

faedah yang semakin luas terhadap warga baik itu buat wilayah di tempat 

atau di luar wilayah. 

4. Bagi pengurus KJKS BMT Parak Laweh diharapkan dapat melakukan 

dalam pemberdayaan usaha secara berkelanjutan bagi para penerimanya 

agar peranan pembiayaan murabahah dapat memberikan dampak positif 

dan manfaat yang lebih bagi KJKS BMT Parak Laweh. 
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5. Disarankan kepada peneliti selanjutnya sebaiknya dapat menambah 

beberapa macam pembiayaan lainnya seperti Salam, Ijarah, Wakalah dan 

indikator baru dalam penelitian yang akan mendatang agar dapat 

menghasilkan gambaran serta perubahan baru yang lebih luas tentang 

masalah yang sedang diteliti. 
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Lampiran 1. Daftar Wawancara 

 

Pertanyaan Pembuka Mengenai Baitul Mal Wat Tamwil : 

1. Bagaimana sejarah awal mula BMT Parak Laweh ini berdiri ? Dan kapan 

BMT Parak Laweh resmi berdiri ? 

2. Apa visi dan misi BMT Parak Laweh ? 

 

3. Bagaimana struktur organisasi di BMT Parak Laweh ? 

 

4.  Apa dasar hukum yang digunakan oleh BMT Parak Laweh 

sebagai perusahaan pembiayaan syariah ? 

Pertanyaan mengenai operasional pembiayaan di Baitul Mal Wat Tamwil : 

1. Bagaimana skema pembiayaan dengan menggunakan akad Mudharabah 

dan akad Mudharabah di BMT Parak Laweh ? 

 

2.  Bagaimana penentuan plafon pembiayaan dengan akad Mudharabah dan 

akad Murabahah di BMT Parak Laweh ? 

3. Bagaimana penentuan dan perhitungan nisbah bagi hasil pada pembiayaan 

dengan akad Mudharabah di BMT Parak Laweh ? 

4. Dan bagaimana pula penentuan dan perhitungan nisbah dengan 

menggunakan akad Mudharabah di BMT Parak Laweh ? 

5.  Berapa batas minimal dan maksimal jangka waktu pembiayaan dengan 

menggunakan akad Murabahah dan akad Mudharabah ? 

6. Hal hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam penentuan pembiayaan baik 

itu dengan menggunakan akad Murabahah dan akad Mudharabah ? 
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Lampiran 2. Laporan Keuangan Neraca 
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Lampiran 3. Perhitungan Hasil Usaha 
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Lampiran 4. Laporan Arus Kas 
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Lampiran 5. Laporan Perubahan Ekuitas 

 



67 
 

 

Lampiran 6. Daftar Angsuran Pembiayaan 
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Lampiran 7. Foto Bangunan KJKS BMT Parak Laweh 
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Lampiran 8. Foto wawancara bersama Manajer 
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Lampiran 9. Surat Pembiayaan 
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Lampiran 10. Akad Pembiayaan Murabahah 
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Lampiran 11. Permohonan Pembiayaan 
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Lampiran 12. Surat Kuasa 
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Lampiran 13. Buku Angsuran Pembiayaan 
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Lampiran 14. Laporan Bulanan 
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